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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 Dari analisis implementasi kebijakan pembangunan olahraga masyarakat Undang-

Undang Keolahragaan dengan menggunakan kerangka kerja Mazmanian dan Sabatier, 

jawaban atas perumusan permasalahan 1. Penyebab implementasi kebijakan pembangunan 

olahraga masyarakat belum optimal meningkatkan partisipasi berolahraga; 2. Desain 

implementasi kebijakan pembangunan olahraga masyarakat, dalam penelitian dirumuskan 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penyebab implementasi kebijakan pembangunan olahraga masyarakat belum optimal 

meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu: 

a. Pada kerangka kerja kemampuan kebijakan untuk menstruktur implementasi: (1) 

Selama ini substansi kebijakan pembangunan olahraga bersifat voluntary instrument 

yang hanya mengarahkan, mendorong dan mengajak masyarakat untuk berolahraga 

menyebabkan budaya aktivitas fisik tidak tumbuh pesat; (2) Pelaksana kebijakan 

sudah memiliki kejelasan tujuan kebijakan tetapi konsistensi tujuan bergantung 

kepada indikator dukungan penguasa, dukungan anggaran dan dukungan masyarakat 

yang ini mengakibatkan pencapaian tujuan pembangunan olahraga masyarakat sulit 

dicapai; (3) Implementasi kebijakan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 

tentang Desain Besar Olahraga Nasional mempunyai landasan toeri yang memadai; 

(4) Meskipun pelaksana kebijakan memiliki keterbatasan dalam sumber daya 

anggaran dan sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya manusia 

dapat diperluas dengan bekerjasama dengan pihak lain seperti dinas-dinas daerah dan 

organisasi profesi; (5) Keterpaduan hirarki dalam dan antara pelaksana kebijakan 

implementasi kebijakan dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

bekoordinasi pada dinas-dinas olahraga, dinas-dinas pendidikan, dinas-dinas 

kesehatan di daerah. Keterpaduan hirarki dalam dan antara pelaksana kebijakan 

memperbesar kekuatan lembaga; (6) Terdapat dua kelompok pihak luar dalam 

implementasi kebijakan, kelompok pertama, penerima manfaat yakni lembaga 
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pendidikan, penyelenggara event, penyedia fasilitas olahraga, organisasi/komite 

olahraga dan organisasi profesi guru; kelompok kedua, kementerian lain, dinas-dinas 

pemerintah daerah dan anggota dewan perwakilan. 

b. Pada kerangka kerja mudah tidaknya permasalahan: (1) Implementasi kebijakan 

pembangunan olahraga masyarakat  menghadapi permasalahan besar dengan tingkat 

kesulitan teknis yang tinggi yang menyebabkan permasalahan tidak bisa diselesaikan 

dalam jangka waktu cepat; (2) Implementasi kebijakan kepada hampir semua 

masyarakat Indonesia yang memiliki perbedaaan motivasi olahraga dan atribut 

individu yang membuat penanganan berbeda-beda terhadap masyarakat; (3) 

Kelompok sasaran anak dan remaja mengandalkan kurikulum pendidikan yang 

apabila tidak diperbaiki kelompok sasaran anak dan remaja akan menjadi usia 

produktif yang kurang bagus kualitas fisiknya.  

c.   Pada kerangka kerja variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi implementasi: (1) 

Kondisi sosial ekonomi mempunyai pengaruh terhadap jalannya implementasi 

kebijakan karena kondisi sosial ekonomi sebagai bentuk dukungan masyarakat dalam 

implementasi kebijakan. Penggunaan teknologi dan aplikasi olahraga mendukung 

kegiatan olahraga masyarakat; (2) Dukungan masyarakat mempunyai peran penting 

dalam implementasi pada saat pembangunan olahraga masyarakat menjadi isu media 

dan isu kebijakan; (3) Sikap dan sumber yang dimiliki kelompok masih kecil 

tergambar dari tingkat partisipasi olahraga, sikap dan sumber yang dimiliki 

berpengaruh terhadap sulitnya pencapaian tujuan pembangunan olahraga masyarakat; 

(4) Dukungan penguasa diperlukan dalam persetujuan anggaran dan pembahasan 

produk kebijakan; (5) Komitmen dan kepemimpinan pelaksana kebijakan 

bersinggungan dengan keterpaduan hirarki dalam dan antara pelaksana kebijakan, 

sumber daya dan dukungan masyarakat.  

 

2. Desain impelementasi kebijakan pembangunan olahraga masyarakat  sebagai berikut: 

a. Kebijakan yang bersifat mixed instrument dengan cara memberikan subsidi dan 

jargonisasi; 

b. Kementerian Pemuda & Olahara bersama Kementerian Kesehatan memimpin 

koordinasi dengan memetakan mudah tidaknya permasalahan ke dalam wilayah-
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wilayah provinsi dan kabupaten kota sehingga mudah tidaknya permasalahan 

dihadapi kolaboratif secara nasional dan per daerah; 

c. Keterpaduan hirarki dalam dan antara pelaksana kebijakan implementasi kebijakan 

lebih diintensifkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada dinas-dinas 

olahraga, dinas-dinas pendidikan, dinas-dinas kesehatan termasuk 10.000-an Pusat 

Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang tersebar di Indonesia. 

d. Pemerintah memperluas alokasi sumber daya anggaran dan sumber daya manusia 

tidak hanya dari pemerintah tetapi juga dari pihak luar pemerintah seperti 

masyarakat, pihak swasta atau lembaga lain. 

e. Pemerintah lebih mengarahkan peningkatan partisipasi kepada kelompok ini dengan 

tetap melanjutkan kepada kelompok sasaran lain kelompok usia produktif, kelompok 

lanjut usia bahkan kelompok bawah lima tahun (Balita). 

f. Semua program kegiatan kebijakan pembangunan olahraga masyarakat  harus 

mempunyai landasan teori atau praktik di tempat lain. 

g. Pemerintah lebih memperbesar pihak luar yang ingin bekerjasama dalam 

impelementasi kebijakan pembangunan olahraga dengan asas kemitraan karena tidak 

mungkin impelementasi kebijakan dapat dilakukan tanpa peran pihak lain. 

h. Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mendorong pemanfaatan teknologi dan 

aplikasi olahraga dalam rangka penyebarluasan kegiatan olaharaga untuk 

meningkatkan partisipasi. 

i. Keputusan pelaksana kebijakan diarahkan untuk menumbuhkan dan menggalakkan 

perkumpulan-perkumpulan olahraga. 
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B. Saran 

Saran untuk Pemerintah 

 Dengan menggunakan kerangka kerja implementasi kebijakan dari Mazmanian & 

Sabatier dan teori policy instrument dari Michael Howlett disusun Policy Brief yang 

ditujukan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana dalam Lampiran 4 

terlampir. 

 

Saran untuk Penelitian Selanjutnya 

1. Penelitian Implementasi kebijakan pembangunan olahraga masyarakat  ini 

mempunyai lingkup nasional dan dari sudut pemerintah pusat. Untuk mendapatkan 

gambaran lebih lengkap, perlu meneliti mengapa implementasi kebijakan pada 

tataran pemerintah daerah melalui dinas-dinas olahraga, dinas-dinas pendidikan, 

dinas-dinas kesehatan dan unit kerja daerah belum optimal mencapai tujuan 

pembangunan olahraga masyarakat. 

2. Meskipun Kementerian Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi pengelolaan 

olahraga pendidikan, perlu didalami lagi implementasi kebijakan pembangunan 

olahraga masyarakat melalui penelitian pada Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan dan dinas pendidikan daerah mengingat jumlah besar sekitar 50 juta 

pelajar dan mahasiswa di Indonesia. 
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Panduan umum wawancara antara lain: 

a) Pertanyaan terbuka, namun ada batasan tema dan alur pembicaraan Jawaban yang 

diberikan oleh informan tidak dibatasi, sepanjang tidak keluar dari tema dan alur 

pembicaraan. 

b) Kecepatan wawancara dapat diprediksi 

c) Fleksibel, tetapi terkontrol (dalam hal pertanyaan dan jawaban) 

d) Ada pedoman wawancara yang dijadikan patokan dalam alur, urutan, dan penggunaan 

data 

e) Tujuan wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena atau permasalahan tertentu 

 

Prinsip – prinsip wawancara sebagai berikut: 

a) Pewawancara harus mengenal dengan baik pokok persoalan 

b) Pewawancara harus mencoba menggunakan teknik – teknik untuk membujuk responden 

untuk: menguraikan “apa yang terjadi selanjutnya?” 

c) Pewawancara harus mengulas catatan – catatan di lapangan dan langsung membuat 

perbaikan waktu itu juga, jika diperlukan 

d) ucapan terimakasih disampaikan kepada narasumber pada akhir wawancara 

 

Instruksi – instruksi wawancara sebagai berikut: 

a) Mulaiah wawancara dengan perjanjian 

b) Setelah wawancara berjalan, dan dengan tepat, doronglah narasumber secara perlahan-

lahan atau tanyakan lebih mendalam. 

c) Dengarkan dengan baik agar dapat menagkap semua informasi yang diberikan. 

d) Apabila kunci pokoknya sudah muncul dalam diskusi, hal ini harus diikuti terus. 

e) Usahakan untuk mengarahkan diskusi dari waktu ke waktu dan dari topik ke topik. 

 

Langkah – langkah wawancara: 

a) Menetapkan kepada siapa wawancara akan dilakukan 

b) Menyiapkan pokok – pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan 

c) Mengawali atau membuka alur wawancara 

Pedoman Wawancara 
 

Lampiran 1 Pedoman Wawancara 
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d) Melangsungkan alur wawancara 

e) Mengkonfirmasi ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya 

f) Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan 

g) Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh 
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POIN-POIN WAWANCARA PENELITIAN 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN OLAHRAGA MASYARAKAT 

DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI BEROLAHRAGA 

 
I. Jadwal Wawancara 

1. Tanggal, hari : 

2. Waktu mulai dan selesai  : 

II. Identitas Narasumber 

Nama : 

Usia : 

Jabatan : 

Pendidikan terakhir : 

III. Pertanyaan penelitian: 

 

MUDAH TIDAKNYA PERMASALAHAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 

1. Tingkat kesulitan permasalahan olahraga masyarakat 

2. Tingkat Kemajemukan kelompok masyarakat 

3. Kelompok sasaran dalam populasi 

4. Perubahan perilaku yang diharapkan dalam permasalahan olahraga masyarakat 

 

KEMAMPUAN KEBIJAKAN UNTUK  MENSTRUKTUR IMPLEMENTASI 

5. Kejelasan dan konsistensi tujuan kebijakan 

6. Landasan teori dalam kebijakan 

7. Jumlah anggaran 

8. Hubungan antar institusi dalam implementasi kebijakan olahraga masyarakat 

9. Pembagian pengambilan keputusan yang jelas antar unit kerja dalam institusi terkait 

10. Sumber Daya Manusia dalam implementasi kebijakan pembangunan olahraga 

masyarakat untuk meningkatkan partisipasi olahraga 

11. Akses formal dari pihak luar dalam implementasi 
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FAKTOR DI LUAR KEBIJAKAN YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI 

12. Kondisi sosial ekonomi dan teknologi pada masyarakat dalam kebijakan 

pembangunan olahraga masyarakat untuk meningkatkan partisipasi olahraga 

13. Bentuk dukungan publik 

14. Dukungan politik ekonomi dari luar pemerintah 

 

SOLUSI YANG DITAWARKAN DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 

PEMBANGUNAN OLAHRAGA MASYARAKAT 

 

15. Solusi dalam implementasi kebijakan 
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Lampiran 2 Surat Penelitian 
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Lampiran 3 Surat Keterangan Selesai Penelitian 
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DESAIN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 

PEMBANGUNAN OLAHRAGA MASYARAKAT 

 

 

A. Ringkasan Eksekutif 

 Penelitian yang dilakukan mempunyai judul Analisis Implementasi Kebijakan 

Pembangunan Olahraga Masyarakat yang membahas 1) Penyebab implementasi 

kebijakan pembangunan olahraga pembangunan olahraga masyarakat belum optimal 

mencapai tujuan pembangunan olahraga masyarakat; 2)Desain implementasi kebijakan 

pembangunan olahraga masyarakat untuk menjadi bahan dasar Policy Brief ini. Dalam 

menganalisis implementasi kebijakan pembangunan olahraga masyarakat dengan 

menggunakan teori implementasi kebijakan dari Mamzamanian dan Sabatier dimana 

analisis implementasi kebijakan menggunakan tiga kerangka kerja yaitu; 1) Mudah 

tidaknya permasalahan pembangunan olahraga masyarakat; 2)Kemampuan kebijakan 

Undang-Undang Keolahragaan untuk menstruktur implementasi kebijakan 

pembangunan olahraga masyarakat; 3) Variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi 

implementasi kebijakan pembanguna olahraga masyarakat.  

 Hasil penelitian menyampaikan dalam kerangka kerja: 1)Substansi keputasan 

pelaksanaan kebijakan pembangunan olahraga masyarakat selama ini bersifat voluntary 

instrument yang hanya mengarahkan, mendorong dan mengajak masyarakat untuk 

berolahraga; 2)Kesulitan permasalahan implementasi karena luasnya pada persentase 

populasi, pada kelompok sasaran dan ruang lingkup perubahan perilaku; 3)Kurangnya 

keterpaduan hirarki dalam dan antar pelaksana kebijakan pada pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah; 4) Keterbatasan sumber daya anggaran dan sumber daya manusia; 

5) Rendahnya kepatuhan implementasi kebijakan pada kelompok sasaran anak dan 

POLICY BRIEF 

 

Lampiran 4 Policy Brief 
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remaja; 6) Keputusan pelaksanaan kebijakan masih ada yang belum memiliki landasan 

teori; 7) Pihak luar yang ingin bekerjasama masih terbatas; 8) Pemanfaatan teknologi 

belum meluas; 9) Isu pembangunan olahraga masyarakat belum menjadi isu penting di 

masyarakat. 

 

B. Pendahuluan 

 Indonesia mempunyai kebijakan pembangunan olahraga masyarakat dalam 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Dalam implementasinya 

kebijakan pembangunan olahraga masyarakat masih menghadapi permasalahan-

permasalahan antara lain kebijakan pembangunan olahraga masyarakat belum mampu 

mencapai tujuan pembangunan olahraga masyarakat; belum membudayanya aktivitas 

fisik dan berolahraga di masyarakat; prevalensi penderita penyakit akibat kurangnya 

olahraga dan akvititas fisik cukup tinggi. Permasalahan kesehatan sebagai permasalahan 

kritikal dimana menguras anggaran negara di bidang kesehatan disamping buruknya 

kualitas kesehatan manusia Indonesia. 

 

C. Deskripsi Masalah 

 Permasalahan muncul disebabkan karena implementasi kebijakan pembangunan 

olahraga masyarakat belum optimal mencapai tujuan pembangunan olarhaga 

masyarakat. Tujuan pembangunan olahraga masyarakat yaitu membudayakan aktivitas 

fisik; menumbuhkan kegembiraan; mempertahankan, memulihkan, dan meningkatkan 

kesehatan serta kebugaran tubuh; membangun hubungan sosial; melestarikan dan 

meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional; mempererat interaksi sosial yang 

kondusif dan memperkukuh ketahanan nasional; dan meningkatkan produktivitas 

ekonomi nasional. Karena terkait kesehatan dan perubahan perilaku yang seharusnya 

dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia ternyata masih jauh dari harapan 

diperlukan desain implementasi kebijakan agar lebih kuat ke depannya. 
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D. Rekomendasi dan Dampak 

 Desain implementasi kebijakan pembangunan olahraga masyarakat supaya 

Kementerian Pemuda dan Olahraga mengimplemntasikan hal-hal berikut: 

1. Mengeluarkan kebijakan yang bersifat mixed instrument dengan cara 

memberikan subsidi dan jargonisasi agar mempunyai kekuatan untuk 

melibatkan masyarakat lebih banyak;  

2. Melakukan pemetaan mudah tidaknya permasalahan ke dalam wilayah-wilayah 

provinsi dan kabupaten kota sehingga mudah tidaknya permasalahan dihadapi 

kolaboratif secara nasional dan per daerah untuk mendapatkan klaster-klaster 

permasalahan;  

3. Mengatur keterpaduan hirarki dalam dan antara pelaksana kebijakan 

implementasi kebijakan lebih diintensifkan oleh pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah guna mempercepat koordinasi kegiatan dengan pelaksana 

kebijakan lain;  

4. Memperluas alokasi sumber daya anggaran dan sumber daya manusia tidak 

hanya dari pemerintah tetapi juga dari pihak luar pemerintah seperti 

masyarakat, pihak swasta atau lembaga lain untuk memperoleh kekuatan yang 

lebih dalam menunjang program kegiatan olahraga masyarakat.  

5. Mengarahkan peningkatan partisipasi kepada kelompok anak dan remaja karena 

selama ini mengandalkan kurikulum pendidikan sekolah;  

6. Menyusun program kegiatan pembangunan olahraga masyarakat yang 

mempunyai landasan teori atau praktik di tempat lain agar keberhasilan 

program lebih efektif mencapai sasaran;  

7. Memperbesar pihak luar yang ingin bekerjasama dalam implementasi kebijakan 

pembangunan olahraga dengan asas kemitraan karena tidak mungkin 

impelementasi kebijakan dapat dilakukan tanpa peran pihak lain untuk 

memperuas kolaborasi dari banyak pihak;  

8. Mendorong pemanfaatan teknologi dan aplikasi olahraga dalam rangka 

penyebarluasan kegiatan olaharaga untuk meningkatkan partisipasi untuk 

mendapatkan data informasi masyarakat dan konektivitas sosial yang lebih luas;  
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9. Menggalakkan perkumpulan-perkumpulan olahraga, bagaimana klub-klub 

olahraga terus berkembang dan bagaimana pelatih digerakkan agar masyarakat 

berolahraga lebih banyak untuk meningkatkan budaya aktivitas fisik 

masyarakat. 
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